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PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara
permohonan penetapan wali yang diajukan oleh :

Suci Rahmawati binti La Oda, tempat tanggal lahir, Boneoge, 17 Februari 1976,
Agama lIslam, pekerjaan Pedagang, pendidikan tidak ada,
bertempat tinggal di JI. Erlangga (Samping Mesjid al-
Khaerat), Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan

dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Biak, dengan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Bik, telah mengajukan permohonan
penetapan wali dengan mengemukakan alasan sebagaimana tertuang dalam
surat permohonannya:

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Suci Rahmawati binti La Oda) sebagai wali dari
seorang bernama Rasti binti La 1za;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang

berlaku;
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SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di
persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan maksud
dan tujuannya yakni bahwa ia memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap
seorang anak sebagaimana tersebut dalam permohonannya untuk keperluan
pengurusan Taspen orang tua anak tersebut;

Bahwa selanjutnya atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon
menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa anak yang
dimohonkan untuk ditetapkan walinya kepada Pemohon tersebut ternyata saat
ini sudah tinggal bersama orang tuanya yang masih hidup yakni ibunya, maka
untuk keperluan perwalian tersebut adalah merupakan hak ibunya, selanjutnya
Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adaah
sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan
mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di muka, dan
oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat
diterima dan dikabulkan, dan selanjutnya Pemohon dibebankan untuk membayar
biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan

peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.BIk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mencatat pencabutan
perkara tersebut dalam e-register perkara;
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3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Biak pada hari
Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar
1445 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Miftahuddin, S.H.l, sebagai Hakim Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I.,
dan Muhammad Zulfigor Amanzha, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, serta dibantu oleh Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid, S.H. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.
Miftahuddin, S.H.I.
Hakim Anggota,
Panitera Pengganti,

Muhammad Zulfiqgor Amanzha, S.H.
Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid,
S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK Rp 50.000,00
Panggilan Rp 0,00
PNBP Panggilan Rp 10.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 110.000,00

( seratus sepuluh ribu rupiah )
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